    PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KESADARAN WAJIB PAJAK SERTA KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SAMARINDA

SKRIPSI
[image: ]UNTUK SEMINAR PROPOSAL
Oleh
SEPHIA NUR SALSABILA
1901036162
S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

ii

[bookmark: _Toc125580025][bookmark: _Toc209140266]HALAMAN PENGESAHAN
	Judul Penelitian
	:
	[bookmark: _Hlk149680866]Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kesadaran Wajib Pajak Serta Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Samarinda

	Nama Mahasiswa
	:
	Sephia Nur Salsabila

	NIM
	:
	1901036162

	Fakultas
	:
	Ekonomi dan Bisnis

	Program Studi
	:
	S1 - Akuntansi 




Diajukan untuk Seminar Proposal
	Menyetujui,
Samarinda, 25 September 2025
Pembimbing,






Abdurrahman Maulana Yusuf, S.E.,M.Sc.
NIP.   199504022022031010

	
Mengetahui,
Koordinator Program Studi Sarjana Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman






Dr. Fibriyani Nur Khairin, S.E.,M.SA.,Ak.,CA.,CSP.,CIQaR.
 NIP. 198502042009122007













[bookmark: _Toc209140267]DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Rumusan Masalah	13
1.3	Tujuan Penelitian	13
1.4	Manfaat Penelitian	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
2.1	Landasan Teori	16
2.1.1	Teori Atribusi	16
2.1.2	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	18
2.1.3	Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor	22
2.1.4	Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	25
2.1.5	Kulitas Pelayanan	27
2.1.6	Kepatuhan Wajib Pajak	29
2.2	Penelitian Terdahulu	31
2.3	Kerangka Konsep Penelitian	35
2.4	Pengembangan Hipotesis Penelitian	36
2.4.1	Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor    Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	36
2.4.2	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib    Pajak Kendaraan Bermotor	37
2.4.3	Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	40
3.1.1	Variabel Independen (X)	40
3.1.2	Variabel Dependen (Y)	44
3.2	Populasi dan Sampel	45
3.3	Jenis dan Sumber Data	47
3.4	Metode Pengumpulan Data	47
3.5	Teknik Analisis Data	48
3.5.1	Pilot Test	48
3.5.2	Uji Validitas	51
3.5.3	Uji Reliabilitas	52
3.5.4	Uji Statistik Deskriptif	52
3.5.5	Uji Asumsi Klasik	53
3.5.6	Uji Hipotesis	56
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	63

[bookmark: _Toc209140268]

DAFTAR TABEL
	Halaman
Tabel 1.1 Objek Kendaraan Bermotor Yang Membayar Pajak Bapenda Provinsi Kalimantan Timur Periode 2019-2024	3
Tabel 1. 2 Data Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kota Samarinda Tahun 2019-2024	5
Tabel 2. 1 Tarif PKB berdasarkan UU HKPD	22
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu	32
Tabel 3. 1 Skala Likert	48
Tabel 3. 2 Hasil Uji Validitas	49
Tabel 3. 3 Hasil Uji Reliabilitas	51


[bookmark: _Toc209140269]DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1. 1 Tarif PKB & BBNKB 2025 Turun	10
Gambar 2. 1 Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	20
Gambar 2. 2 Kerangka Konsep Penelitian	35
Gambar 2. 3 Model Penelitian	39


[bookmark: _Toc209140270]DAFTAR LAMPIRAN
[bookmark: _Toc209140271]Halaman
Lampiran 1: Kuesioner Penelitian	64
Lampiran 2: Tabulasi Data Pilot Test diolah	71
Lampiran 3: Hasil SPSS Uji Validitas dan Uji Reliabilitas pada Pilot Test	73
Lampiran 4: R tabel untuk Uji Validitas	83




2

BAB I
[bookmark: _Toc209140272]PENDAHULUAN
1.1 [bookmark: _Toc125580036][bookmark: _Toc209140273]Latar Belakang  
Sumber penerimaan di Indonesia yang digunakan untuk merealisasikan pembangunan nasional salah satunya adalah dari pajak. Pajak merupakan salah satu pos penerimaan negara yang didapatkan dari warga negara secara personal atau perusahaan berbadan hukum sebagaimana tertuang dalam UU. Nomor 28 Tahun 2007. Pajak juga merupakan sumber utama bagi penerimaan negara khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendapatan tersebut digunakan untuk mendanai pengeluaran negara untuk operasi pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menunjang kemajuan suatu negara. 
Mengingat manfaat dari pajak tidak secara langsung akan kita terima karena setiap pembangunan yang dilakukan oleh negara memerlukan modal finansial yang tidak sedikit, sehingga negara akan mengelolanya terlebih dahulu sebelum dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya yang dilakukan negara selain menaikkan penerimaan dari sektor pajak yaitu, dengan meningkatkan jumlah wajib pajak dan pemanfaatan sumber pajak secara optimal melalui objek pajak. 
Pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1 ialah “kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh setiap orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 
2

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018:3). Pajak juga merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan hasil yang diterima dari pajak diserahkan kepada pemerintah.
Pajak di Indonesia dibedakan menjadi 2 jenis berdasarkan penggolongan pajak atas lembaga pemungutnya, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan masuk ke kas negara secara nasional. Sedangkan pajak daerah artinya pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan digunakan sebagai anggaran pemerintah daerah yang bersangkutan. 
Jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia seperti yang sudah disebutakan diatas berdasarkan golongannya, untuk pajak pusat terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai (BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sedangkan untuk pajak daerah terdiri dari : Pajak Propinsi, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Kabupaten/Kota, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan. 
Berdasarkan jenis pajak yang sudah disebutkan diatas, pajak kendaraan bermotor merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat berpotensi, hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah kendaraan yang dari tahun ketahunnya mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Jika setiap masyarakat atau wajib pajak patuh dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, maka potensi pendapatan daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor akan sebanding dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya. 
Hal ini dilihat dari hampir setiap kepala rumah tangga, memiliki minimal 1 buah kendaraan bermotor sebagai asetnya, bahkan dari satu kepala rumah tangga ada yang memiliki lebih dari 1 atau 2 kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor juga memiliki 2 jenis pajak yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang harus dibayar setiap tahun, saat mengurus STNK dan pajak kendaraan bermotor yang dibayar setiap 5 tahun, saat mengganti pelat kendaraan. Berikut data objek kendaraan bermotor di Provinsi Kalimantan Timur periode 2019-2024 : 
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	No
	Kota/Kabupaten
	Tahun (Unit)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Samarinda
	352.057
	312.091
	311.641
	334.961
	349.825
	342.720

	2
	Balikpapan
	302.545
	276.842
	250.858
	281.040
	287.380
	298.003


Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 1.1 Sambungan
	No
	Kota/Kabupaten
	Tahun (Unit)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	3
	Bontang
	79.829
	74.353
	58.692
	70.300
	74.906
	74.199

	4
	Kutai Kartanegara
	201.595
	178.356
	171.210
	187.418
	213.186
	200.771

	5
	Kutai Barat
	43.533
	39.513
	37.640
	43.368
	50.038
	42.709

	6
	Paser
	74.807
	68.361
	66.374
	74.848
	79.509
	67.063

	7
	Berau
	67.818
	59.776
	50.813
	61.728
	66.888
	53.959

	8
	Kutai Timur
	77.736
	65.542
	60.608
	67.685
	86.462
	73.585

	9
	Penajam Paser Utara
	39.818
	40.006
	40.855
	46.835
	103.543
	44.327


Sumber: BAPENDA Provinsi Kalimantan Timur,2025
Berdasarkan tabel diatas, Kota Samarinda merupakan UPT yang memiliki jumlah unit kendaraan tertinggi dan jumlah pendapatan yang paling besar  dibandingkan Kota/Kabupaten lainnya. Data tersebut menunjukan bahwa dari tahun 2019-2024 unit kendaraan mengalami fluktuasi yakni, tertinggi di tahun 2019 sebesar 352.057 unit dan terendah di tahun 2020 sebesar 312.091 unit di Kota Samarinda. 
Hal tersebut juga menunjukan bahwa di Kota Samarinda masih terdapat masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk pemenuhan melakukan kewajiban pajaknya sebagai wajib pajak (WP) pada pajak kendaraan bermotor. Hal ini terlihat dari data tunggakan PKB sebagai berikut: 
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	No
	Tahun
	Jumlah Unit Yang Terdaftar
	Jumlah Unit yang terbayar
	Rasio Kepatuhan

	1
	2019
	747.446
	352.057
	47,10%

	2
	2020
	768.351
	312.091
	40,61%

	3
	2021
	798.141
	311.641
	39,04%

	4
	2022
	832.971
	334.961
	40,21%

	5
	2023
	874.350
	349.825
	40,09%

	6
	2024
	931.905
	342.720
	36,77%


Sumber: BAPENDA Provinsi Kalimantan Timur, 2025
Berdasarkan tabel diatas, semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor semakin sedikit wajib pajak (WP) yang patuh dalam membayar pajak. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2019-2024, data menunjukan setiap tahunnya jumlah unit kendaraan bermotor yang terdaftar semakin bertambah, sedangkan jumlah unit yang sudah membayar wajib pajak (WP) nya semakin berkurang dan bahkan naik turun setiap tahunnya. Rasio kepatuhan terendah ada pada tahun 2024, dimana jumlah unit terdaftar mencapai angka 931.905 unit, sedangkan yang sudah membayar wajib pajak (WP) nya hanya 342.720 unit. Artinya masih tersisa 589.185 unit yang belum membayar wajib pajaknya atau dapat dikatakan hanya 36,77% wajib pajak yang patuh akan membayar pajak kendaraan bermotor ini. 
Hal tersebut menunjukan bahwa pentingnya peranan pendapatan pajak daerah melalui pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mengatasi rendahnya tingkat kepatuhan tersebut dengan menerapkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor oleh pemerintah. Pemutihan pajak kendaraan adalah program penghapusan denda pajak yang dikenakan pada pemilik kendaraan bermotor. 
Pemutihan pajak kendaraan bermotor memiliki tujuan untuk wajib pajak yang menunggak pajak agar bisa melaksanakan pembayaran pajak tersebut pada saat pemutihan. Dengan adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor akan meringankan masyarakat dalam pembayaran pajak dengan denda digratiskan dan apabila pajaknya menunggak tidak akan dikenakan denda, melainkan membayar pokok pajaknya saja (Yuningsih, 2020). Menurut Widajantie & Anwar (2020), Ferry (2021), Ammy (2022) menyatakan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan menurut Indah et al., (2021), Saputra (2022), Sasana et al., (2021) menyatakan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap wajib pajak kendaraan bermotor.
Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai bentuk sikap dalam melakukan seluruh kewajiban pajak dari individu wajib pajak serta menggunakan hak dalam perpajakan yang dilandasi oleh aturan pada undang-undang perpajakan (Susmita & Supadmi, 2016). Dengan demikian, pemerintah melalui kementerian keuangan harus mengupayakan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dalam perpajakan sekaligus meningkatkan penerimaan kas negara, di mana dalam hal ini wajib pajak yang dimaksud adalah wajib pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan dengan adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor. Selain pemutihan pajak, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat ditingkatkan dengan adanya kesadaran wajib pajak serta kualitas pelayanan yang baik dan memuaskan wajib pajak.
Program pemutihan pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan memiliki dampak yang berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Soal ini diperkuat oleh studi (Rahayu & Amirah, 2018) di mana menjelaskan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan sosialisasi pajak memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Cahyadi dan Jati (2016) juga menegaskan dimana kesadaran, sosialisasi, dan pelayanan memiliki dampak yang positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 
Salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakan adalah kesadaran wajib pajak. Wajib pajak sering kali tidak menyadari kewajiban mereka untuk melaporkan pajak. Pada dasarnya, kesadaran melaporkan pajak akan muncul dengan sendirinya, jika wajib pajak memahami pentingnya arti pajak. Namun hanya sebagian besar saja dari mereka yang memahami pentingnya arti pajak bagi dirinya dan negara. 
Oleh karena itu, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang   peraturan perpajakan dapat menjadi penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.  Menurut Julianti (2014), orang tidak mematuhi pajak karena mereka   tidak memahaminya, akibatnya banyak Masyarakat yang tidak membayar dan melaporkan pajak sehingga mengakibatkan rendahnya kepatuhan wajib pajak.
Wajib pajak dinilai harus memiliki pemahaman tentang peraturan   perpajakan yang memadai, tujuannya agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Dengan meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka akan mendorong wajib pajak dalam mencapai tingkat kepatuhan wajib pajak. 
Wardani dan Rumiyatun (2017), berpendapat bahwa dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan sumber pendapatan asli daerah melalui pemungutan pajak yang dilakukan terhadap pemilik kendaraan bermotor. Cara pemungutan pajak dapat berjalan baik adalah dengan cara perlu adanya peran aktif Samsat selaku pemungut pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. 
Salah satu upaya yang sudah dilakukan oleh samsat kota Samarinda adalah membentuk program E-Samsat yang dilindungi dalam genggaman Bhabin. Hal ini muncul dikarenakan, kondisi geografis di wilayah Kalimantan Timur yang unik dan luas serta tingginya mobilitas masyarakat, seringkali membuat wajib pajak (WP) abai akan kewajibannya untuk melunasi pajak, salah satunya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Padahal, PKB merupakan salah satu kontributor dalam Pendapatan Asli Daerah. Selain itu kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Prov Kalimantan Timur juga berpengaruh dalam tingkat optimalisasi penerimaan PKB. 
Berangkat dari permasalahan ini, maka samsat membuat program ini dengan bekerja sama dengan berbagai pihak, yaitu melalui kemitraan Bapenda, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, PT Jasa Raharja Cabang Kalimantan Timur, dan PT BPD Kaltim Kaltara. Dengan sistem E-samsat ini, pembayaran pajak kendaraan bermotor pun dapat dilakukan melalui Aplikasi DG Bankaltimtara yang dibantu oleh petugas Bhabinkamtibmas. Program ini berdampak pada peningkatan kualitas layanan dan optimalisasi penerimaan pendapatan. 
Program tersebut terbentuk karena saat pandemi Covid 19 yang membatasi layanan tatap muka, sehingga terpikirkan oleh Samsat Kalimantan Timur untuk membentuk sistem pembayaran samsat berbasis online. Selain itu, ide utama dari program ini adalah untuk memberikan akses pelayanan yang terjangkau, berkualitas, setara, dan merata bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Layanan E-Samsat Bhabinkamtibmas bertujuan memudahkan masyarakat untuk melakukan pengesahan STNK tahunan tanpa harus ke Samsat. Selain itu, layanan E-Samsat Bhabinkamtibmas dapat dimanfaatkan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan SWDKLLJJ tahunan. 
Salah satu contoh upaya dari Samsat dalam memenuhi kualitas pelayanan dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayarkan wajib pajaknya, dengan cara yang mudah. Samsat sudah bekerjasama dengan berbagai pihak dan layanan dalam mendorong wajib pajak membayarkan pajaknya tepat waktu dan efisien tanpa mengganggu pekerjaan sehari-hari wajib pajak. Salah satunya, dapat dilihat pada gambar dibawah ini dimana saja wajib pajak dapat membayarkan kewajibannya (Indomaret, BCA, Tokopedia, Pos Indonesia, dan lain-lainnya).  

[image: https://bapenda.kaltimprov.go.id/wp-content/uploads/2025/03/WhatsApp-Image-2025-03-05-at-09.17.58.jpeg]
















[bookmark: _Toc209682664]Gambar 1. 1 Tarif PKB & BBNKB 2025 Turun
Sumber: bapenda.kaltimprov.go.id

Berdasarkan peraturan daerah, pemerintah Kalimantan Timur menetapkan kebijakan tarif PKB dan BBNKB sebagai provinsi dengan tarif terendah di Indonesia, yang akan berlaku mulai 5 Januari 2025. 
Pengumuman tersebut disampaikan di VVIP Room Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Timur pada Kamis (02/01/ 2025). Kebijakan tersebut merupakan langkah konkret pemerintah provinsi Kalimantan Timur dalam merespons arahan pemerintah pusat untuk meringankan beban masyarakat di tengah tantangan ekonomi. 
Hal ini dapat dilihat dari tarif baru PKB yang ditetapkan sebesar 0,8%, ditambah opsen PKB sebesar 66% dari pokok PKB, sehingga total tarif menjadi 1,328% atau 1,33% di mana persentase tersebut turun dari sebelumnya 1,75%. Sementara itu, tarif dasar BBNKB ditetapkan 8%, dengan opsen BBNKB sebesar 66%, menjadikan total tarif menjadi 13,28% yang di mana turun dari sebelumnya 15%.  Dalam hal ini diartikan adanya penurunan masing-masing sebesar 0,422% untuk PKB dan 1,72% untuk BBNKB, bahkan untuk Bea Balik Nama kedua dan seterusnya, masyarakat tidak akan dikenakan biaya atau pajak alias 0% dari sebelumnya tarif yang dikenakan 0,1% sampai dengan 1%. 
Harapan dari pemerintah provinsi Kalimantan Timur, dengan adanya kebijakan baru ini dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, sekaligus mengurangi kecenderungan membeli kendaraan di luar daerah.
Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Elvina Setiawati dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM dengan judul Efektivitas Program Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Mataram. 
Penelitian menyimpulkan bahwa bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun pemutihan pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Penelitian lainnya yang berkaitan adalah Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kabupaten Gowa) oleh Putri Isnaini dan Abdul Karim dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP Makassar. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa adanya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sanksi perpajakan juga memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh sanksi pajak mengindikasikan bahwa apabila kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya. 
Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi orang yang membacanya, terlebih kepada wajib pajak agar dapat patuh dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Penulis juga berharap dengan adanya penelitian ini, wajib pajak lebih aware dalam membayar pajak tepat waktu sehingga, pendapatan daerah dapat meningkat setiap tahunnya dan wajib pajak dapat merasakan hasil dan manfaatnya melalui infrastruktur atau program pemerintah lainnya. Khususnya untuk wajib pajak yang berada di provinsi Kalimantan Timur termaksud di Kota Samarinda dapat lebih patuh lagi dalam membayar pajak kendaraan bermotor ini, dikarenakan sudah adanya kebijakan diskon/penurunan persentase pembayaran pajak sehingga tidak memberatkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. 
Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kesadaran Wajib Pajak serta Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda” dengan berfokus pada 4 variabel, yaitu Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Kepatuhan Wajib Pajak. Lokasi penelitian berada di kota tempat tinggal penulis sendiri, yaitu Kota Samarinda yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur.

1.2 [bookmark: _Toc209140274]Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Apakah program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda?
3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda?

1.3 [bookmark: _Toc209140275]Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda.
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayananterhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda.

1.4 [bookmark: _Toc209140276]Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijabarkan, semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak. Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah:
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi penulis, berkaitan dengan teori yang telah didapat dan penerapan di lapangan berdasarkan fakta khususnya yang berkaitan dengan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, kesadaran individu terkait dengan pajak, dan kualitas pelayanan guna menumbuhkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayarkan pajaknya.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengetahui tentang pengaruh program pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
b. Bagi SAMSAT Kota Samarinda, sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan membayar pajak dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak yang dalam penelitian ini adalah program pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan.
c. Bagi aparat pajak/fiskus, sebagai masukan agar lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.
d. [bookmark: _Hlk127271934]Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor serta dapat menjadi umpan balik bagi pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor untuk keberhasilan tahun yang akan datang.
e. Bagi Wajib Pajak, sebagai masukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan membayar pajak. 
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f. Bagi peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai bahan referensi apabila ke depan ingin melakukan penelitian sejenis.

[bookmark: _Toc209140277]BAB II
[bookmark: _Toc209140278]KAJIAN PUSTAKA
2.1 [bookmark: _Toc209140279]Landasan Teori
2.1.1 [bookmark: _Toc209140280]Teori Atribusi
Kajian tentang atribusi pada awalnya dilakukan oleh Frizt Heider (1958). Menurut Heider, setiap individu pada dasarnya adalah seseorang ilmuwan semu (pseudo scientist) yang berusaha untuk mengerti tingkah laku orang lain dengan mengumpulkan dan memadukan potongan-potongan informasi sampai mereka tiba pada sebuah penjelasan masuk akal tentang sebab-sebab orang lain bertingkah laku tertentu. Dengan kata lain seseorang itu selalu berusaha untuk mencari sebab mengapa seseorang berbuat dengan cara-cara tertentu. 
Teori atribusi merupakan proses menyimpulkan motif, maksud, karakteristik, orang lain dengan melihat pada perilaku yang tampak. Atribusi adalah memperkirakan apa yang menyebabkan orang lain itu berperilaku tertentu. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. 
Menurut Sairi (2014) atribusi adalah proses di mana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Teori atribusi adalah teori kepatuhan wajib Pajak terkait dengan sikap Wajib Pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu mengamati perilaku orang lain, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. 


2

Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri dalam keadaan sadar, seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, yang artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain. 
Menurut Robbins (1996) penentuan apakah perilaku disebabkan secara internal atau eksternal dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yaitu: 
a. Kekhususan 
Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap biasa maka akan dinilai sebagai atribusi internal. Sebaliknya, apabila perilaku dianggap suatu hal yang luar biasa maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal. 
b. Konsensus 
Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya, apabila konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal. 
c. Konsistensi 
Konsistensi yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal. 
Dalam teori atribusi untuk menentukan wajib pajak yang patuh dapat dilihat dari dua faktor yaitu, faktor internal dan eskternal. Pemutihan pajak merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak berdasarkan keadaan. Dengan adanya program pemutihan ini memberikan keringanan kepada wajib pajak. Keadaan ini dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk melunasi pajak kendaraan bermotornya yang mengalami keterlambatan dalam membayar dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain program pemutihan pajak, kualitas pelayanan juga termasuk dalam faktor eksternal karena berasal dari luar diri wajib pajak, seperti sikap petugas, kemudahan layanan, dan sistem yang efesien. Kualitas pelayanan yang baik dan memadai dapat mempengaruhi wajib pajak untuk berperilaku patuh, bukan karena kesadaran pribadi, melainkan karena situasi eksternal yang mendukung.
 Menurut teori atribusi, kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang dan dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak berdasarkan dengan kendali masing-masing wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah kemauan wajib pajak untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya tanpa ada paksaan dari pihak lain. Sehingga semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2.1.2 [bookmark: _Toc209140281]Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) didefinisikan sebagai pungutan yang dikenakan terhadap kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. 
Kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua kendaraan beroda termasuk kendaraan dengan gandengan yang beroperasi di jalan darat maupun kendaraan air yang digerakkan oleh mesin atau alat teknik lain. Fungsi utama dari peralatan tersebut adalah mengubah sumber energi menjadi tenaga penggerak untuk mengoperasikan kendaraan. (Katjong et al. 2024).  
Yanti (2018) mengatakan, kepemilikan atas kendaraan bermotor dibuktikan oleh tersedianya pembuktian keempunyaan atau surat resmi termasuk Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), sedangkan penguasaan yaitu pemakaian uang atau keempunyaan yang benar atas dasar peraturan perundangan yang berjalan. Hal ini juga tertuang dalam UU No. 28 tahun 2009 yang menegaskan di mana Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak keempunyaan serta kepemilikan kendaraan bermotor.
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) juga merupakan pajak yang dilakukan pemungutannya oleh pemerintah daerah provinsi. Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diatur dalam Pasal 7 UU HKPD, yang menjelaskan kepemilikan dan/atau penguasaan atas kendaraan bermotor wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kendaraan yang dimaksud tersebut antara lain motor, mobil, bus, dan truk. 
Terdapat beberapa jenis kendaraan yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), meliputi: 
1. Kereta api.
2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara.
3. Kendaraan bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
4. Kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan.
5. Kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan dengan perda. 

Pajak kendaraan bermotor (PKB) juga menetapkan Dasar pengenaan pajak PKB yang dapat dihitung dengan rumus:
Dasar Pengenaan PKB = NJKB X Bobot tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.



[bookmark: _Toc209682671]Gambar 2. 1 Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Sumber: ortax.org

Hal ini dijelaskan, Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) merupakan nilai jual yang di tentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Apabila harga pasaran umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui maka dapat dihitung berdasarkan beberapa faktor yaitu:
a. Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor. 
b. Jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan.
c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.

Bobot yang dimaksud dalam gambar perhitungan diatas, dinyatakan dalam koefisien sama dengan (=) 1, yang artinya kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi. Apabila lebih dari (>) 1, maka dianggap melewati batas toleransi. Bobot kendaraan dapat diketahui dengan cara menghitung berdasarkan 3 faktor yang sudah dijelaskan diatas. Selain itu, adanya tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dikenakan, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Perda). 
Menurut Pasal 10 UU HKPD disebutkan kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor pertama ditetapkan tarif paling tinggi sebesar 1,2%, sedangkan untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dapat ditetapkan tarif secara progresif paling tinggi sebesar 6%. 
Khusus bagi daerah yang setingkat dengan daerah provinsi (tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom), tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditetapkan tarif paling tinggi sebesar 2% untuk kepemilikan pertama, dan tarif progresif paling tinggi sebesar 10% untuk kepemilikan kedua dan seterusnya. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) atas kepemilikan kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah, dan pemerintah daerah juga ditetapkan tarif, paling tinggi sebesar 0,5%. 
Berikut table yang menjelaskan pernyataan diatas untuk mempermudah pemahaman pembaca:

[bookmark: _Toc209682602]Tabel 2. 1 Tarif PKB berdasarkan UU HKPD
	Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	Tarif

	Kendaraan bermotor
	Kepemilikan pertama: maksimal 1,2%
Kepemilikan kedua dan seterusnya: maksimal 6%.

	Kendaraan bermotor di daerah khusus
	Kepemilikan pertama: maksimal 2%
Kepemilikan kedua dan seterusnya: maksimal 10%.

	Kendaraan untuk angkutan umum, karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah
	Maksimal 0,5%.


Sumber: ortax.org

Pengenaan PKB juga dapat menggunakan tarif progresif, di mana tarif secara progresif berlaku untuk kepemilikan kedua, ketiga, dan seterusnya. Menurut Pasal 10 ayat 1 huruf b UU HKPD, tarif progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan sesuai dengan jenis kendaraan berdasarkan kategori jumlah roda kendaraan.
2.1.3 [bookmark: _Toc209140282]Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 
Pemutihan pajak merupakan suatu program pemerintah untuk menghapuskan pajak yang menunggak dengan tujuan untuk meringankan dan menyadarkan agar timbulnya rasa patuh didalam diri wajib pajak.  
Pemutihan pajak kendaraan bermotor, merupakan penarikan dana masyarakat yang selama ini menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor (Ferry & Sri, 2020). Sedangkan menurut Diah Widajantie & Anwar (2020) pemutihan pajak dinilai dapat menjadi salah satu peluang untuk wajib pajak dalam melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor tanpa perlu membayar denda. 
Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor adalah pembersihan maupun pencabutan sanksi berupa uang yang dikarenakan terlambat membayar pajak kendaraan bermotor. Masyarakat menyebut hal ini dengan istilah pemutihan pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini diumumkan oleh gubernur dengan tempo waktu tertentu, kurang lebih tiga bulan dan juga aktif berjalan untuk semua wajib pajak kendaraan bermotor di suatu provinsi (Setiawan, 2017). 
Menurut Artha dan Setiawan (2016), untuk mengukur pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam penelitian ini terdapat 5 (lima) indicator sebagai berikut: 
a) Agar wajib pajak dapat disiplin perlu adanya sanksi perpajakan agar wajib pajak menjadi jera.
b) Pemutihan pajak diberikan kepada seorang wajib pajak yang benar-benar mengalami kesulitan dalam keuangan sehingga pembayaran pajaknya menunggak.
c) Pemutihan pajak yang diberikan berupa pembebasan denda atau sanksi administratif.
d) Dengan pemutihan pajak diharapkan dapat memberikan manfaat dan memotivasi wajib pajak untuk segera membayar pajak kendaraan bermotor.
e) Pemutihan pajak dapat dilakukan setiap tahun.

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor sendiri memberikan berbagai keuntungan bagi wajib pajak, mulai dari penghapusan denda, pembebasan biaya balik nama kendaraan tanpa biaya tambahan, hingga diskon pajak. Program ini dirancang tujuannya untuk meringankan beban finansial masyarakat dan meningkatkan penerimaan pajak daerah. Dengan adanya program ini, masyarakat diharapkan lebih patuh dalam membayar pajak, dan pemerintah daerah dapat memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor. Menurut Ammy (2022), dengan dihapuskannya denda administrasi, wajib pajak hanya perlu membayar pokok pajak, sehingga biaya yang dikeluarkan lebih ringan.
Kemudahan tesebut diperkuat dengan adanya layanan digital seperti E-Samsat, yang memungkinkan pembayaran pajak secara online tanpa harus mengunjungi kantor SAMSAT (Puspitasari et al., 2022). Kombinasi antara insentif finansial dan kemudahan akses menjadikan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 
Menurut Aliah et al (2022), program pemutihan pajak kendaraan bermotor terbagi menjadi 2 (dua) metode pembayaran, yaitu:
1. Sistem tatap muka pembayaran yang dapat dilakukan di lembaga pengelola pajak kendaraan, yaitu Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) melalui layanan SAMSAT. Layanan ini juga merupakan hasil kolaborasi tiga lembaga utama meliputi Dispendaprov, Polri, dan PT Jasa Raharja. 
2. Masyarakat dapat memanfaatkan sistem pembayaran digital via layanan E-SAMSAT. E-samsat merupakan sistem administrasi baru yang memungkinkan pembayaran pajak kendaraan dan pengesahan STNK secara elektronik melalui saluran bank.

2.1.4 [bookmark: _Toc209140283]Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Kesadaran wajib pajak adalah keadaan di mana seseorang mengerti dan paham kewajiban dalam membayar pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Menurut Agustin & Putra (2019), kesadaran wajib pajak ialah sikap wajib pajak berbentuk opini maupun perkiraan yang berkaitan dengan kepercayaan, ilmu, dan analisis yang mendorong agar berlaku system dan aturan perpajakan yang berjalan sesuai dengan dorongan yang sudah disediakan. 
Menurut Suandy (2011) kesadaran wajib pajak adalah wajib pajak yang atas kesadaran sendiri menunaikan tanggung jawab perpajakannya, misalnya mendaftarkan diri, menjumlah, melunasi, dan melaporkan jumlah pajak terutangnya. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor sangat diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Fatmawati; 2016 dan juliantari dkk; 2021). 
Kesadaran wajib pajak orang pribadi di Indonesia juga dinilai masih sangatlah minim, hal ini dilihat dari banyaknya wajib pajak orang pribadi yang ragu melaporkan sebagian hasil yang didapatkannya. Menurut Muliari & Setiawan (2011), terdapat 4 (empat) indikator untuk memahami tingkat kesadaran seorang wajib pajak, yaitu: 
a)  Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
b) Mengetahui dan memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
c) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
d) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela dan melaporkan pajak dengan benar.

Salah satu faktor penyebab yang menghambat pembayaran pajak adalah masalah kesadaran wajib pajak, di mana masyarakat perlu diberi pengarahan bahwa pajak merupakan kewajiban dan hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembangunan. Kesadaran pajak memberikan pemahaman bahwa pajak adalah pembayaran yang harus dilakukan kepada pemerintah tanpa imbalan langsung. Berikut beberapa faktor yang dapat meningkatkan kesadaran perpajakan:
1. Edukasi dan kesadaran
Pemerintah dan berbagai institusi terkait harus aktif mengedukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak. Program sosialisasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan berbagai cara salah satunya melalui saluran media seperti televisi, radio, media cetak dan media digital. Selain itu, pendidikan perpajakan harus di masukkan dalam kurikulum pendidikan formal agar generasi muda dapat lebih memahami kewajiban perpajakan sejak dini.
2. Transparansi penggunaan pajak
Masyarakat akan lebih sadar dan bersedia membayar pajak jika mereka mengetahui bagaimana pajak yang mereka bayarkan digunakan. Transparansi penggunaan dana pajak dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 
3. Akses informasi yang mudah
Memberikan informasi yang mudah diakses tentang pajak seperti jenis pajak, metode penghitungan, dan metode pembayaran, dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan. Situs web resmi Kantor Pajak dan layanan pelanggan yang responsif dapat menjadi alat yang ampuh. 
Kesadaran dalam membayar pajak muncul dari motivasi wajib pajak (Yusnidar & Sunarti, 2015). Jika kesadaran wajib pajak yang tinggi berasal dari motivasi untuk membayar pajak, maka kepatuhan untuk membayar pajak pun akan tinggi dan pendapatan untuk daerah sektor pajak semakin meningkat (Handayani et al., 2012). 
2.1.5 [bookmark: _Toc209140284]Kulitas Pelayanan
Pelayanan yaitu serangkaian aktivitas yang dibagikan oleh satu bagian terhadap bagian lain yang mempunyai kaitan dengan tujuan memberikan rasa puas pada pihak kedua yang berkaitan dengan benda ataupun pelayanan yang disediakan. 
Pelayanan dalam perpajakan diartikan selaku upaya yang dikerjakan fiskus atau personel pajak untuk meringankan, mengatur, dan mempersiapkan setiap kebutuhan yang diperlukan seseorang yang pada soal ini merupakan wajib pajak (Marcori, 2018). Dalam hal ini, personel pajak yang memiliki kaitan kepada wajib pajak kendaraan bermotor adalah personel SAMSAT. 
Pelayanan menurut Susilawati (2013) yakni komitmen untuk merealisasikan konsep yang berorientasi pada wajib pajak, menetapkan suatu standar kinerja pelayanan dengan memberikan perilaku teladan kepada wajib pajak setiap saat dalam upaya kewajiban membayar pajak.
Menurut Siwi (2020), kualitas pelayanan pajak adalah nilai yang berdasarkan presepsi diakui masyarakat, di mana masyarakat apakah merasa puas atau tidak puas mengenai pelayanan perpajakan yang diberikan. Jika pelayanan yang diterima sesuai atau bahkan lebih dari harapan wajib pajak, maka pelayanan dapat dikatakan berkualitas dan begitu juga sebaliknya. Apabila pelayanan yang diberikan atau diterima kurang memuaskan, maka pelayanan dapat dikatakan tidak berkualitas. 
Supadmi (2009), dalam penelitiannya menyatakan bahwa pelayanan yang berkualitas merupakan pelayanan yang memberikan kepuasan kepada pelanggan dan dalam batas memenuhi standar pelayanan yang bisa dipertanggungjawabkan serta dilakukan secara terus-menerus. Dengan adanya rasa puas atas pelayanan yang diberikan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Supadmi juga menemukan bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Kualitas pelayanan pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Prilaku pegawai pajak dalam melayani masyarakat sangat berpengaruh pada besar kecilnya pemenuhan kewajiban pajak. Pelayanan fiskus merupakan hal penting dalam menggali penerimaan negara dimana pegwai pajak harus melayani para wajib pajak secara professional, jujur, dan bertanggung jawab. 
2.1.6 [bookmark: _Toc209140285]Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan menurut kamus umum bahasa Indonesia didefinisikan sebagai berikut: “Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dan aturan. Sehingga dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan”.
Menurut Kudong (2020) yang mempengaruhi perilaku patuh atau tidak patuhnya wajib pajak dalam membayar pajak adalah niat yang dimiliki oleh wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak juga merupakan suatu kesediaan wajib pajak dalam menunaikan tanggung jawab perpajakannya, seperti yang tertera pada undang-undang dan aturan yang berjalan (Anggraeni, 2019). Negara memerlukan penerimaan pajak yang stabil, konstan, dan meningkat, sehingga menuntut wajib pajak untuk ikut serta dalam melaksanakan perpajakannya. Pemerintah juga memerlukan kepatuhan wajib pajak yang tinggi.
Akbar (2019) mengatakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak kendaraan, diperlukan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat, serta adanya kebijakan penghapusan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama bagi kendaraan bermotor. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu cara bagi pemerintah dan pihak pajak untuk menyebarluaskan informasi terkait perpajakan kepada masyarakat umum, termasuk wajib pajak, agar mereka mengetahui sepenuhnya dan mematuhi semua peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 
Penilaian positif kinerja masyarakat bagi wajib pajak terhadap fungsi negara oleh pemerintah akan mendorong masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak atau tax compliance terjadi apabila wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh dalam membayar kewajiban pajaknya. 
Kepatuhan wajib pajak juga merupakan suatu kedudukan yang mampu ditinjau dari sejauh mana seorang wajib pajak menaati hukum yang berlaku dalam membayar pajak tanpa adanya pengawasan, eksplorasi, serta teguran atau ancaman dan pemberian hukuman baik berupa hukum ataupun administrasi (Susanto & Arfamaini, 2022). Seseorang wajib pajak dapat dibuktikan kepatuhannya apabila menjalani kewajiban antara lain, patuh dalam hal membayar pajak, memenuhi kewajiban serta persyaratan pajak menurut anjuran pemerintah. 
Kepatuhan seorang wajib pajak juga dapat dilihat dengan 2 (dua) bentuk menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:138), yaitu: 
1. Kepatuhan Formal 
Kepatuhan formal ditunjukkan melalui tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak. 
2. Kepatuhan Material 
Kepatuhan material, yaitu suatu kondisi wajib pajak untuk memenuhi semua ketentuan material perpajakan, dan sesuai dengan isi serta undang-undang tentang perpajakan. 
Menurut Talcot Parsons dalam Apriani (2018), kepatuhan terhadap suatu sistem aturan berkonsekuensi pada interaksi-interaksi sosial yang berjalan dengan baik, tanpa kemungkinan berubah menjadi konflik-konflik yang terbuka ataupun terselubung dalam keadaan kronis. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, dan tunduk pada ajaran atau peraturan. Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang – undang yang berlaku. Kepatuhan juga menentukan apakah pihak yang berkaitan telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. 
Teori kepatuhan (compliance theory) merupakan teori yang menjelaskan tentang suatu kondisi seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan (Prasetyo, 2021). 

2.2 [bookmark: _Toc209140286]Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk tabel dan dalam penelitian ini beberapa penelitian terdahulu telah diringkas secara singkat dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.




[bookmark: _Toc209682603]Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu
	No.
	Judul dan Nama Peneliti (Tahun)
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	1
	Pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi kasus pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Brebes).

Amirah & Rahayu (2018).
	Variabel Dependen:
1. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Variabel Independen:
1. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor.
2. Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor.
3. Sosialisasi perpajakan.
	1. Pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

	2
	Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi pajak dan kondisi keuangan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi pada kantor bersama SAMSAT Mojokerto).

Yanti (2018).

	Variabel Dependen:
1. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Variabel Independen:
1. Kualitas pelayanan.
2. Sanksi pajak.
3. Kondisi keuangan wajib pajak.
	1. Kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

	3
	Pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, dan pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi pada kantor bersama SAMSAT Surabaya Selatan).

Anwar & Widajantie (2020).
	Variabel Dependen:
1. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Variabel Independen:
1. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor.
2. Kesadaran wajib pajak.
3. Sosialisasi pajak.
4. Pelayanan pajak.


	1. Program pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

	4
	Pengaruh pemutihan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang.

Ferry & Sri (2020).
	Variabel Dependen:
1. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Variabel Independen:
1. Pemutihan pajak.
2. Kesadaran wajib pajak.
	1. Pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.


Disambung ke halaman berikutnya

Table 2.2 Sambungan
	No.
	Judul dan Nama Peneliti (Tahun)
	Variabel Penelitian
	       Hasil Penelitian

	5
	Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (studi pada wajib pajak di kantor bersama SAMSAT Surabaya Utara).

Arfamaini & Susanto (2021).
	Variabel Dependen:
1. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Variabel Independen:
1. Pengetahuan pajak.
2. Kesadaran wajib pajak.
3. Sanksi pajak.
4. Kualitas pelayanan.
	1. Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

	6
	Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Iswara & Utomo (2021).
	Variabel Dependen
1. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Variabel Independen
1. Kesadaran wajib pajak.
2. Sanksi perpajakan.
3. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor.
	1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

	7
	Pengaruh program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. SAMSAT Medan Selatan.

Dewi (2021).
	Variabel Dependen:
1. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Variabel Independen:
1. Program pemutihan denda pajak.
2. Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor.
3. Sosialisasi perpajakan.
	1. Program pemutihan denda pajak berpengaruh sigmifikam terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Pembebasan bea balik nama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.


Disambung ke halaman berikutnya





Table 2.2 Sambungan
	No.
	Judul dan Nama Peneliti (Tahun)
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	8
	Pengaruh program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar.

Adnyana, Sudiartana, Sari (2022).
	Variabel Dependen:
1. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Variabel Independen:
1. Program pemutihan denda pajak pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor.
2. Sosialisasi perpajakan.
3. Kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor.
	1. Program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Pembebasan bea balik nama tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

	9
	Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi, dan pemutihan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan).

Arifin, Nurmala, Pranata (2022).
	Variabel Dependen:
1. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Variabel Independen:
1. Kesadaran wajib pajak.
2. Sanksi pajak.
3. Pemutihan pajak.
	2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Pemutihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

	10

	Pengaruh pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak, dan samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi empiris SAMSAT Jakarta Timur).

Chaerani, Khasanah, Marundha (2024).

	Variabel Dependen:
1. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
Variabel Independen:
1. Pemutihan Pajak.
2. Kesadaran Wajib Pajak.
3. Samsat Keliling.
	1. Pemutihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Samsat keliling tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

	11
	Pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di pusat pengelolaan pendapatan wilayah (P3DW) Kabupaten Bandung I Rancaekek.

Fitri & Muthya (2024).
	Variabel Dependen:
1. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
Variabel Independen:
1. Pemutihan Pajak.
2. Pembebasan Bea Balik Nama.
3. Sosialisasi Perpajak.
	1. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.


Sumber: Ringkasan penelitian terdahulu (2025)
Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan, yang menjadikan penelitian ini berbeda adalah di Kota Samarinda belum ada penelitian yang mengangkat tentang judul ini.
3.3 [bookmark: _Toc209140287]Kerangka Konsep Penelitian
[bookmark: _Toc155978012][image: ]Berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya dan permasalahan yang dijelaskan, maka pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan kesadaran wajib pajak serta kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda secara sistematis digambarkan sebagai berikut : 
[bookmark: _Toc206348248]
[bookmark: _Toc209682672]Gambar 2. 2 Kerangka Konsep Penelitian
Sumber: Data diolah, 2025

3.4 [bookmark: _Toc209140288]Pengembangan Hipotesis Penelitian
3.4.1 [bookmark: _Toc209140289]Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan teori atribusi, program pemutihan pajak dapat menjadi faktor eksternal yang memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh karena adanya sanksi atau beban administrasi, cenderung terdorong untuk memenuhi kewajibannya ketika diberikan insentif atau keringanan melalui kebijakan pemutihan pajak.
[bookmark: _Hlk149679963]Penelitian yang dilakukan oleh Hurummaqsuroh (2018), Rahayu dan Amirah (2018), Ferry dan Sri (2020), Gustaviana (2020), Iglesias (2021), menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dilihat dari hasil pengujian hipotesis (uji t) adalah 0,024 < 0,05, maka hipotesis diterima. 
Sehingga dapat disimpulakan dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya pembayaran pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami peningkatan. Kemudian semakin baik pemahaman wajib pajak tentang pemutihan pajak kendaraan bermotor maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak juga akan mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak dapat meningkatkan penerimaan kas negara dalam bidang pajak.
H1 : Program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3.4.2 [bookmark: _Toc209140290]Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal dari teori atribusi yang menentukan tingkat kepatuhan secara sukarela, tanpa perlu dorongan eksternal. Semakin besar kesadaran yang dimiliki wajib pajak, semakin tinggi pula kemungkinan mereka untuk bersikap patuh terhadap kewajiban perpajakan.
Penelitian yang dilakukan oleh Dipa Teruna Awaloedin, Erwin Indriyanto, Leli Meldiyani (2020) membuktikan bahwa terdapat pengaruh antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini dilihat berdasarkan perhitungan SPSS, thitung untuk koefisien regresi X1 adalah 2,134 nilai t tabel untuk tingkat signifikansi 0,05 dengan df=100 adalah 1,984 dan tingkat signifikansi sebesar 0,035 < = 5% atau 0,05. Maka hasil penelitian thitung dengan ttabel yaitu 2,134 > 1,984 dan dengan tingkat signifikansi 0,035 < 0,05, artinya H0 1 ditolak dan Ha 1 diterima. 
Hasil penelitian tersebut berjalan konsisten dengan studi empiris yang dilakukan oleh penelitian Putri (2012) dalam penelitiannya, yang menunjukkan bahwa wajib pajak memiliki kesadaran wajib pajak untuk lebih patuh dalam menunaikan kewajiban kendaraan bermotor. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
H2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3.4.3 [bookmark: _Toc209140291]Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Kualitas pelayanan pajak, seperti kemudahan layanan dan sikap petugas, merupakan faktor eksternal yang memengaruhi persepsi wajib pajak. Pelayanan yang baik mendorong wajib pajak untuk lebih patuh, karena mengatribusikan kepatuhan pada pengalaman positif tersebut. Sebaliknya, pelayanan buruk dapat menjadi alasan ketidakpatuhan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.
Penelitian yang dilakukan oleh Rakhmi Ridhawati, Dewi Lesmanawati, Annisa Pratiwi Lufty (2022) membuktikan bahwa terdapat Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di UPPD Banjarmasin. Hal ini menunjukkan dengan adanya pelayanan yang baik dan memuaskan, wajib pajak sebagai pelanggan dari UPPD Banjarmasin akan muncul dorongan pada diri wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku secara sukarela, begitupun sebaliknya. 
Hal ini di buktikan dengan hasil pengujian diketahui bahwa nilai R2 yang diperoleh adalah sebesar 0,128. Koefisien Determinasi yaitu 0,128 atau 12,8%. Hal ini menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sebesar 12,84 sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain sebesar 87,2%.
H3 : Kualitas pelayanan berpengaruh siginifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3.5 Model Penelitian 
Berdasarkan pengembangan hipotesis diatas, berikut ini model penelitian yang dapat digambarkan sebagai berikut:
[bookmark: _Toc149683536][bookmark: _Toc155978013][image: ]






[bookmark: _Toc209682673]Gambar 2. 3 Model Penelitian
Sumber: Data diolah, 2025
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[bookmark: _Toc209140292]BAB III
[bookmark: _Toc209140293]METODE PENELITIAN
3.1 [bookmark: _Toc209140294]Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Definisi operasional variabel adalah menjelaskan variabel dalam bentuk definisi konseptual dalam operasi aktual dalam lingkup objek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas).
4.1.1 [bookmark: _Toc209140295]Variabel Independen (X)
Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi terjadinya perubahan terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini, yaitu:
1. Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 
[bookmark: _Hlk207749705]Dalam penelitian ini variabel independent pertama (X1) adalah pemutihan pajak kendaraan bermotor. Pemutihan pajak kendaraan adalah tindakan nasional yang dirancang untuk membersihkan wajib pajak yang telah gagal memenuhi kewajiban pajak kendaraan mereka dengan tidak membayar atau membebaskan tunggakan untuk jangka waktu tertentu. Pemutihan juga dianggap sebagai kesempatan bagi warga untuk membayar pajak kendaraannya tanpa membayar denda. Menurut Sartika & Sari (2021), untuk mengukur pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam penelitian ini terdapat 5 (lima) indikator sebagai berikut: 

a) 
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b) Wajib pajak mengetahui betul mengenai kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor. Indikator ini digunakan untuk mengetahui pengetahuan wajib pajak akan program pemutihan pajak.
c) Wajib pajak mengetahui manfaat dari kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor. Indikator ini digunakan untuk mengetahui pemahaman wajib pajak akan manfaat dari program pemutihan pajak.
d) Wajib pajak mengetahui tujuan dari adanya kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor. Indikator ini digunakan untuk mengetahui pemahaman wajib pajak akan tujuan dari program pemutihan pajak.
e) Wajib pajak terbantu dengan adanya kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor. Indikator ini digunakan untuk mengetahui apakah wajib pajak terbantu dengan adanya program pemutihan pajak.
f) Kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor tidak merugikan wajib pajak kendaraan bermotor. Indikator ini digunakan untuk mengetahui bahwa program pemutihan pajak tidak merugikan wajib pajak.

Pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert yang menggunakan 5 poin, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Dengan menggunakan skala likert, responden diminta untuk mengisi kuesioner yang terdiri dari 5 poin pilihan, kemudian dijumlahkan skor masing masing indikator dari suatu variabel.


2. Kesadaran Wajib Pajak 
Variabel independen kedua (X2) dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak. Astana (2017) dan Juliantari dkk (2021), mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi di mana wajib pajak memahami dan melaksanakan aturan perpajakan dengan benar dan sukarela. 
[bookmark: _Hlk207750356]Menurut Kadir et al. (2021) terdapat 5 (lima) indikator dalam meningkatkan kesadaran seorang wajib pajak, yaitu: 
a) Wajib pajak dapat memahami pajak yang digunakan untuk dana pengeluaran pemerintahan.
b) Membayar pajak, sebab pajak adalah suatu kewajiban. 
c) Mengetahui membayar pajak kendaraan bermotor dapat membantu untuk pembiayaan daerah.
d) Mendukung peraturan perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah.
e) Mengerti bahwa kewajiban perpajakan perlu diselenggarakan selaras dengan kebijakan yang ada.

Pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert yang menggunakan 5 poin, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Dengan menggunakan skala likert, responden diminta untuk mengisi kuesioner yang terdiri dari 5 poin pilihan, kemudian dijumlahkan skor masing masing indikator dari suatu variabel.


3. Kualitas Pelayanan 
[bookmark: _Hlk207750934]Variabel independen ketiga (X3) dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan menurut Chen dan Tan (2008) merupakan perbandingan antara apa yang diharapkan oleh pelanggan dengan apa yang diperolehnya. Terdapat 5 (lima) indikator untuk mengidentifikasi kualitas pelayanan pajak, menurut Gomies & Pesoth, (2012), yaitu: 
a. Keandalan (Reliability)
Keandalan (Reliability) merupakan kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan. 
b. Daya Tanggap (Responsiveness)
Daya Tanggap (Responsiveness) adalah keinginan untuk membantu pelanggan dengan tanggap dalam arti kata cepat dan tepat.
c. Jaminan (Assurance)
Jaminan (Assurance) adalah yang mencakup pengetahuan, kemampuan, dan sikap positif.
d. Empati (Emphaty)
Empati (Emphaty) merupakan bentuk sikap dan komunikasi yang baik, serta memahami kebutuhan pelanggan.
e. Bukti langsung (Tangible)
Bukti langsung (Tangible) meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi.

Pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert yang menggunakan 5 poin, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Dengan menggunakan skala likert, responden diminta untuk mengisi kuesioner yang terdiri dari 5 poin pilihan, kemudian dijumlahkan skor masing masing indikator dari suatu variabel.
4.1.2 [bookmark: _Toc209140296]Variabel Dependen (Y)
Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini, yaitu: kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak menurut Cahyonowati (2011) adalah suatu kondisi wajib pajak yang harus memenuhi kewajiban perpajakannya sekaligus melaksanakan hak perpajakannya. 
Berdasarkan informasi diatas terdapat 4 (empat) indikator untuk mengidentifikasi kepatuhan wajib pajak menurut Rumiyatun & Wardani (2017), yaitu: 
a) Pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
b) Pembayaran pajak tepat waktu.
c) Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya.
d) Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran.
Pengukuran variable dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert yang menggunakan 5 poin, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Dengan menggunakan skala likert, responden diminta untuk mengisi kuesioner yang terdiri dari 5 poin pilihan, kemudian dijumlahkan skor masing masing indicator dari suatu variabel.
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3.2 [bookmark: _Toc209140297]Populasi dan Sampel
Populasi adalah merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Itulah definisi populasi dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor dan terdaftar di SAMSAT Kota Samarinda. 
Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Jika populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari seluruh yang ada di populasi, hal seperti ini dikarenakan adanya keterbatasan dana atau biaya, tenaga dan waktu, maka oleh sebab itu peneliti dapat memakai sampel yang diambil dari populasi. Sampel yang akan diambil dari populasi tersebut harus betul-betul representatif atau dapat mewakili.
Teknik Sampling yaitu merupakan teknik pengambilan sampel. Metode sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah metode probability sampling yaitu, simple random sampling. Artinya, data primer akan dipilih secara acak atau random. Karena metode pada penelitian ini dilakukan dengan cara pengambilan sampel secara acak, sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama agar dapat terpilih menjadi sampel.


Dalam penelitian ini akan diambil sampel dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut : 
n = 
Keterangan:
n = jumlah sampel
N = jumlah populasi yaitu sebesar
e = margin of error atau tingkat kesalahan yang dapat d itolerir yaitu sebesar 10% jika berupa desimal yaitu 0,1

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Kota Samarinda sehingga presentase yang digunakan adalah 10% dari hasil perhitungan dapat dibulatkan untuk mencapai kesesuaian. Maka untuk menyatakan sampel penelitian dengan perhitungan sebagai berikut:
n = 
n = 
n = 99,99 responden
n = 100 responden
	
Berdasarkan perhitungan diatas, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 responden. Adapun 100 responden tersebut adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Kota Samarinda.
3.3 [bookmark: _Toc209140298][bookmark: _Toc206346824]Jenis dan Sumber Data
Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari jawaban responden. Responden tersebut adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda. Sedangkan jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di SAMSAT di Kota Samarinda dalam bentuk digital atau data hasil penilaian angket. 
3.4 [bookmark: _Toc209140299]Metode Pengumpulan Data
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket. Menurut Sugiyono (2014), kuesioner dibuat untuk mengumpulkan data secara efisien, oleh karena itu peneliti harus mengetahui variabel yang akan diukur dan apa yang diharapkan oleh responden. Dalam penelitian ini, instrumen berupa angket atau kuesioner disebarkan secara daring melalui media google form. Tautan kuesioner dikirimkan kepada responden yang telah ditentukan berdasarkan kriteria yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Setelah responden mengisi kuesioner tersebut, data yang terkumpul secara otomatis tersimpan pada akun google drive peneliti, untuk kemudian dilakukan proses pengolahan dan analisis data lebih lanjut.
 Pernyataan dalam kuesioner merepresentasikan pendapat responden dalam skala 1-5. 



[bookmark: _Toc209682606]Tabel 3. 1 Skala Likert
	Kriteria Penelitian
	Skor

	Sangat Setuju
	5

	Setuju
	4

	Netral
	3

	Tidak Setuju
	2

	Sangat Tidak Setuju
	1


Sumber: Sugiyono (2014)

3.5 [bookmark: _Toc209140300]Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini software yang digunakan untuk analisis data adalah Software Statistical Package For Special Science (SPSS) Versi 26. Pengukuran analisis data ini menggunakan metode regresi linier berganda untuk meringkas secara langsung adanya pengaruh terhadap masing-masing variabel independen yang digunakan secara parsial, serta apakah variabel independen dengan variabel dependen berpengaruh secara signifikan atau tidak. 
3.5.1 [bookmark: _Toc209140301]Pilot Test
[bookmark: _Toc207752476][bookmark: _Toc207752966][bookmark: _Toc207753025][bookmark: _Toc208871238][bookmark: _Toc208903817][bookmark: _Toc206346827][bookmark: _Toc208871239][bookmark: _Toc206346828]Pilot test pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan instrumen penelitian dengan tujuan untuk mengetahui apakah instrumen pengukuran telah dapat dimengerti atau tidak. Pilot test pada penelitian ini akan dilakukan kepada 30 orang responden, yaitu mahasiswa dan mahasiswi jurusan Akuntansi yang telah menempuh mata kuliah Akuntasi Perpajakan dan Praktek Perpajakan. 
[bookmark: _Toc208903818]Hal ini dikarenakan responden tersebut dianggap telah memahami apa itu pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan serta kepatuhan wajib pajak sehingga dapat dijadikan sampel untuk pilot test ini. 
a. Uji Validitas
Uji validitas pada pilot test ini dilakukan dengan jumlah N=30 atau responden sebanyak 30 orang dengan taraf signifikansi 0,05 yang didapatkan hasilnya pada r table adalah sebesar 0,361. Berikut hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
[bookmark: _Toc209682607]Tabel 3. 2 Hasil Uji Validitas
	Variabel
	Instrumen
	Koefisien Korelasi
(r hitung)
	r Tabel
	Keterangan

	Program Pemutihan Pajak (X1)
	X1.1
	0,824
	0,361
	Valid

	
	X1.2
	0,606
	0,361
	Valid

	
	X1.3
	0,738
	0,361
	Valid

	
	X1.4
	0,738
	0,361
	Valid

	
	X1.5
	0,761
	0,361
	Valid

	Kesadaran Wajib Pajak (X2)
	X2.1
	0,725
	0,361
	Valid

	
	X2.2
	0,739
	0,361
	Valid

	
	X2.3
	0,715
	0,361
	Valid

	
	X2.4
	0,639
	0,361
	Valid

	
	X2.5
	0,661
	0,361
	Valid


Disambung ke halaman berikutnya


Tabel 3.2 Sambungan
	Variabel
	Instrumen
	Koefisien Korelasi
(r hitung)
	r Tabel
	Keterangan

	Kualitas Pelayanan Pajak (X3)
	X3.1
	0,745
	0,361
	Valid

	
	X3.2
	0,602
	0,361
	Valid

	
	X3.3
	0,786
	0,361
	Valid

	
	X3.4
	0,602
	0,361
	Valid

	
	X3.5
	0,638
	0,361
	Valid

	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)
	Y.1
	0,764
	0,361
	Valid

	
	Y.2
	0,771
	0,361
	Valid

	
	Y.3
	0,619
	0,361
	Valid

	
	Y.4
	0,856
	0,361
	Valid


Sumber: Data diolah, 2025
Berdasarkan Tabel 6.3 diatas, hasil uji validitas variabel program pemutihan pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), kualitas pelayanan pajak (X3), dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) dinyatakan valid dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel yang di mana nilai r hitung > r tabel. 
b. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas yang dilakukan pada pilot test ini dilakukan dengan jumlah N=30 atau responden sebanyak 30 orang. Item-item pernyataan dapat dikatakan reliabel apabila koefisien cronbach alpha diatas > 0,60. Berikut hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

[bookmark: _Toc209682608]Tabel 3. 3 Hasil Uji Reliabilitas
	Variabel
	Cronbach Alpha
	N of Items
	Keterangan

	Program Pemutihan Pajak (X1)
	0,786
	5
	Reliabel

	Kesadaran Wajib Pajak (X2)
	0,734
	5
	Reliabel

	Kualitas Pelayanan Pajak (X3)
	0,700
	5
	Reliabel

	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)
	0,746
	4
	Reliabel


Sumber: Data diolah, 2025
Berdasarkan Tabel 7.3 diatas, hasil uji reliabilitas variabel program pemutihan pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), kualitas pelayanan pajak (X3), dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) dinyatakan reliabel karena nilai Cronbach Alpha pada penelitian diatas  > 0,60. 
3.5.2 [bookmark: _Toc209140302]Uji Validitas
Menurut Ghozali I, (2018), uji validitas merupakan suatu pengukuran yang menunjukkan tingkat ketepatan suatu instrumen atau pernyataan dalam kuesioner. Uji validitas biasanya digunakan untuk menguji kuesioner yang digunakan apakah sudah memenuhi syarat validitas atau belum dengan menggunakan pendekatan pearson. 
Adapun dasar pengambilan keputusan dalam pengujian ini, dapat dilakukan melalui 2 cara dengan tingkat signifikansi 0,05, yaitu: 
1. Membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel.
· Jika nilai r hitung > r tabel, maka data tersebut dinyatakan valid.
· Jika nilai r hitung < r tabel, maka data tersebut dinyatakan tidak valid.

2. Membandingkan nilai Sig.(2-tailed) dengan probabilitas 0.05.
· Jika nilai Sig.(2-tailed) < 0,05 dan Pearson Correlation bernilai positif, maka data tersebut dinyatakan valid.
· Jika nilai Sig.(2-tailed) < 0,05 dan Pearson Correlation bernilai negatif,  maka data tersebut dinyatakan tidak valid.
· Jika nilai Sig.(2-tailed) > 0,05, maka data tersebut dinyatakan tidak valid. 
3.5.3 [bookmark: _Toc209140303]Uji Reliabilitas
Menurut Ghozali (2016), uji reliabilitas merupakan alat ukur suatu tingkat ketepatan, ketelitian atau keakuratan sebuah instrumen. Suatu variabel dikatakan reliabel apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari satu pertanyaan ke pertanyaan lain. Pada uji ini digunakan teknik Alpha Cronbach’s. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam pengujian ini, adalah:
· Jika nilai Cronbach Alpha > 0,60 maka kuesioner atau angket dinyatakan reliabel atau konsisten.
· Jika nilai Cronbach Alpha < 0,60 maka kuesioner atau angket dinyatakan tidak reliabel atau tidak konsisten.
3.5.4 [bookmark: _Toc209140304]Uji Statistik Deskriptif
Menurut Ghozali, (2018) Uji statistik deskriptif, adalah pengujian yang memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat berdasarkan nilai rata-rata (mean), varian, maksimum, minimum, sum, average, range, kurtosis dan skewness. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran suatu fenomena yang terkait dengan variabel penelitian melalui data yang telah dikumpulkan. Teknik analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai rata-rata (mean), varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness dari masing-masing variabel.
3.5.5 [bookmark: _Toc209140305]Uji Asumsi Klasik
Uji Asumsi Klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear Ordinary Least Square (OLS) memiliki masalah-masalah asumsi klasik. Tujuan pengujian asumsi klasik, yaitu untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. 
Regresi linear OLS adalah sebuah model regresi linear yang digunakan dengan metode perhitungan kuadrat terkecil atau ordinary least square, di mana dalam model regresi ini terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar model peramalan yang dibuat menjadi valid sebagai alat peramalan, yaitu:
a) Uji Normalitas
Uji Normalitas, yaitu uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah berdistribusi normal atau tidak. Berdasarkan pakar statistik data yang banyaknya lebih dari 30 angka (n > 30), maka dapat diasumsikan berdistribusi normal karena statistik data tersebut sebagai sampel besar.
Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji normalitas, karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal, begitu juga sebaliknya data yang banyaknya kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal.
Uji Normalitas dapat dilakukan dengan dengan berbagai macam, yaitu uji histogram, uji normal P-P Plot, uji one sample K-S atau uji Kolmogorov Smirnov. Dalam penelitian ini pengujian normalitas data menggunakan uji Kolmogorov Smirnov (Kolmogorov Smirnov Test) dengan melihat signifikansi dari residual yang dihasilkan. 
Adapun dasar pengambilan keputusan dalam pengujian normalitas K-S atau uji Kolmogorov Smirnov dilihat berdasarkan nilai signifikansi (Sig.), yang persyaratannya adalah jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05 maka data penelitian tersebut berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil dari 0,05 maka data penelitian tidak berdistribusi normal.
b) Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi mengalami ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka homoskedastisitas, namun bila berbeda maka heteroskedastisitas. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam melakukan uji heteroskedastisitas ini, yaitu dengan uji grafik plot, uji park, uji glejser, dan uji white. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji glejser sebagai analisis datanya. 
Uji Glejser digunakan sebagai dasar pengambilan keputusannya untuk meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen (X), di mana jika nilai signifikansi ≥ 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, tetapi sebaliknya jika nilai signifikansi < 0,05 maka dapat disimpulkan terjadi masalah heteroskedastisitas.
c) Uji Multikolinearitas
Menurut Ghozali (2016), uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi tersebut ditemukan dengan adanya korelasi antar variabel independen atau variabel dependen. Untuk menemukan terdapat atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi ini dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai variance inflation factor (VIF). 
Nilai Tolerance mengukur variabilitas dari variabel bebas yang sudah terpilih namun tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance rendah artinya VIF tinggi, dikarenakan VIF = 1/tolerance, dan menunjukkan terdapat kolinearitas yang tinggi. Nilai cut off yang digunakan adalah untuk nilai tolerance 0,10 atau nilai VIF diatas angka 10.
d) Uji Autokorelasi
Uji Autokorelasi, yaitu bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan autokorelasi (Imam Ghozali, 2011). 
Pada penelitian ini untuk menguji ada tidaknya autokorelasi peneliti menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). Berikut ini dasar pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi Durbin-Watson:
· Jika d (durbin watson) lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL), maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
· Jika d (durbin watson) terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi.
· Jika d (durbin watson) terletak antara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan (4-dL), maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.
3.5.6 [bookmark: _Toc209140306]Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis merupakan pengujian terhadap suatu pernyataan dengan menggunakan metode statistik sehingga hasil pengujian tersebut dapat dinyatakan signifikan secara statistik. Hipotesis dibagi menjadi 2 bagian yaitu, hipotesis null (H0) dan hipotesis alternatif (H1 atau Ha).
Hipotesis null merupakan suatu pernyataan yang akan diuji kebenarannya di mana secara statistik H0 diartikan sebagai bagian yang tidak terdapat perbedaan antara karakteristik populasi dan karakteristik sampel, sedangkan hipotesis alternatif (H1 atau Ha) merupakan pernyataan yang terdapat perbedaan antara karakteristik populasi dan karakteristik sampel di mana pernyataan (H0) ditolak.
a) Uji Analisis Linear Berganda
Regresi Linear Berganda adalah model regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu variable bebas atau predictor. Dalam bahasa inggris, istilah ini disebut dengan multiple linear regression. Menurut Sugiyono (2012: 275), analisis regresi berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (naik turunnya). 
Dalam hal ini, ada tiga variable bebas dan satu variable terikat. Dengan demikian, Regresi Linier Berganda dinyatakan dalam persamaan matematika sebagai berikut:

𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑏3𝑋3⋯ + 𝑏𝑛𝑋𝑛  + e

Keterangan :
Y	= Variabel terikat (Kepatuhan Wajib Pajak)
x1	= Variabel bebas (Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor)
x2	= Variabel bebas (Kesadaran Wajib Pajak)
x3	= Variabel bebas (Kualitas Pelayanan)
a	= Konstanta (Nilai Y, bila X-0)
b1	= Koefisien Regresi Pemutihan Pajak Kendaraan  Bermotor 
b2	= Koefisien Regresi Kesadaran Wajib Pajak
b3	= Koefisien Regresi Kualitas Pelayanan
e	= Variable Pengganggu (error atau kesalahan)

b) Uji Koefisien Determinasi
Uji Koefisien determinasi merupakan teknik analisis yang mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji koefisien determinasi juga dilakukan dengan maksud untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dapat diindikasikan oleh nilai R –Squared (R2) pada tabel model summary (Ghozali, 2016).
Menurut Ghozali (2016), nilai koefisien determinasi yang nilainya kecil memiliki arti bahwa kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas, namun sebaliknya jika nilainya mendekati angka 1 (satu) dan menjauhi angka 0 (nol) maka memiliki arti bahwa variabel-variabel independen memiliki kemampuan memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2016).
c) Uji Simultan ( Uji F)
Uji Simultan (Uji F) digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen (Struktur Kepemilikan ) mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel dependen (Fee Audit). Pengujian yang dilakukan menggunakan uji distribusi F, yaitu dengan membandingkan antara nilai kritis F (F tabel) dengan nilai F hitung yang terdapat pada tabel ANOVA dengan perhitungan jika F hitung > dari F tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, sebaliknya jika F hitung < F tabel maka model tidak signifikan, hal ini ditandai dengan nilai kolom signifikansi (%) akan lebih besar dari alpha.
d) Uji Parsial (Uji T)
Uji Parsial (Uji T) merupakan pengujian yang digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel bebas dan terikat dengan melihat nilai t pada taraf signifikansi 5%. T hitung dapat diperoleh pada tabel coefficients. Pengujian yang dilakukan menggunakan uji distribusi T, yaitu dengan membandingkan antara nilai kritis T (T tabel) dengan nilai T hitung dengan perhitungan jika t hitung > dari t tabel maka ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis diterima, sebaliknya jika t hitung < t tabel maka tidak ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis ditolak.
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LEMBAR KUESIONER PENELITIAN
PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KESADARAN WAJIB PAJAK SERTA KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SAMARINDA

Yth. Bapak/Ibu/Saudara(i)
Perkenalkan saya Sephia Nur Salsabila, mahasiswi program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang saat ini sedang melakukan penelitian untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan. Penelitian yang sedang saya lakukan berjudul: “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kesadaran Wajib Pajak serta Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Samarinda”. 
Pada kali ini, saya selaku peneliti meminta kesedian Bapak/Ibu/Saudari(i) untuk dapat membantu penelitian ini dengan mengisi kueisioner. Saya menjamin bahwa semua data dan respon Bapak/Ibu/Saudara(i) adalah bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk keperluan akademis. Demikian saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak/Ibu/ Saudara(i) untuk membantu mengisi kuesioner ini.


DATA DAN KETERANGAN RESPONDEN

1. Nama Pemilik	:
2. Jenis Kelamin  :
· Laki-laki
· Perempuan
3. Usia :
· 20 – 30 tahun
· 31 – 40 tahun
· 41 – 50 tahun
· 50 – 60 tahun
4. Pendidikan Terakhir :
· SD atau sederajat
· SMP atau sederajat
· SMA atau sederajat
· Diploma
· Sarjana
· Lainnya…
5. Jenis Pekerjaan :
· PNS
· Swasta
· Wiraswasta
· Lainnya…
PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Berikut ini adalah pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda. Mohon Bapak/Ibu/Saudara(i) memilih jawaban yang paling sesuai dengan keadaan dan kondisi yang sebenarnya pada salah satu jawaban karena tidak ada jawaban yang salah atau benar. Dari pernyataan-pernyataan di bawah ini, isilah yang paling sesuai dengan diri anda dan berilah tanda ceklis (√) pada salah satu jawaban. 

Berikut ini adalah keterangan jawaban yang anda pilih: 
SS	=	Sangat Setuju (5)
S	=	Setuju (4)
N	=	Netral (3)
TS 	=	Tidak Setuju (2)
STS 	=	Sangat Tidak Setuju (1)







A. Program Pemutihan Pajak (X1)
	
NO.
	
PERNYATAAN
	JAWABAN

	
	
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Wajib pajak mengetahui dan paham dengan tujuan dan manfaat dari program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor (PKB).
	
	
	
	
	

	2
	Program pembebasan sanksi administrasi pajak memberikan keringanan bagi wajib pajak (saya) dalam melaksanakan kewajiban perpajakan kendaraan bermotor (PKB).
	
	
	
	
	

	3
	Dengan adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) membantu meningkatkan wajib pajak (saya) dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
	
	
	
	
	

	4
	Wajib pajak (saya) mengalami kesulitan dengan tata cara dan syarat dalam mengikuti program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor (PKB).
	
	
	
	
	

	5
	Wajib pajak (saya) sering membayar pajak kendaraan bermotor karena saya mengetahui bahwa fungsi PKB merupakan sumber pendapatan Negara paling utama.
	
	
	
	
	






B. Kesadaran Wajib Pajak (X2)
	
NO.
	
PERNYATAAN
	JAWABAN

	
	
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Wajib pajak memahami pajak yang digunakan untuk dana pengeluaran pemerintahan.
	
	
	
	
	

	2
	Wajib pajak mengetahui kewajibannya dalam membayar pajak.
	
	
	
	
	

	3
	Wajib pajak mengetahui bahwa membayar pajak kendaraan bermotor dapat membantu dalam pembiayaan daerah.
	
	
	
	
	

	4
	Wajib pajak mendukung peraturan perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah.
	
	
	
	
	

	5
	Wajib pajak mengerti bahwa kewajiban perpajakan perlu diselenggarakan selaras dengan kebijakan yang ada.
	
	
	
	
	





C. Kualitas Pelayanan Pajak (X3)
	
NO.
	
PERNYATAAN
	JAWABAN

	
	
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Petugas pajak memberikan pelayanan yang baik dan menjanjikan kepada saya.
	
	
	
	
	

	2
	Petugas pajak cepat tanggap dan tepat dalam membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh saya. 
	
	
	
	
	

	3
	Petugas pajak sudah bekerja secara profesional dan menunjukan sikap positif untuk meningkatkan kepercayaan saya.
	
	
	
	
	

	4
	Petugas pajak memberikan sikap dan komunikasi yang baik serta perhatian terhadap masalah yang dialami saya terkait pembayaran pajak.
	
	
	
	
	

	5
	Saya merasa nyaman dengan fasilitas fisik (ruang tunggu, tempat parkir, dll) yang tersedia dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor
	
	
	
	
	








D. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)
	
NO.
	
PERNYATAAN
	JAWABAN

	
	
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Saya selalu memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor
	
	
	
	
	

	2
	Saya selalu membayarkan pajak tepat pada waktunya
	
	
	
	
	

	3
	Saya selalu melengkapi data persyaratan 
pembayaran pajak kendaraaan bermotor 
sesuai dengan ketentuan
	
	
	
	
	

	4
	Saya sering lupa waktu jatuh tempo 
pembayaran pajak kendaraan bermotor
	
	
	
	
	





2
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	NO RESPONDEN
	Program Pemutihan Pajak (X1)
	Total X1
	Kesadaran Wajib Pajak (X2)
	Total X2

	
	X1.1
	X1.2
	X1.3
	X1.4
	X1.5
	
	X2.1
	X2.2
	X2.3
	X2.4
	X2.5
	

	1
	4
	4
	4
	4
	4
	20
	4
	4
	4
	4
	4
	20

	2
	4
	4
	4
	4
	4
	20
	4
	4
	4
	4
	4
	20

	3
	5
	5
	5
	5
	5
	25
	5
	5
	5
	5
	4
	24

	4
	4
	4
	4
	4
	5
	21
	4
	5
	4
	4
	5
	22

	5
	5
	5
	5
	5
	5
	25
	5
	5
	5
	5
	5
	25

	6
	5
	5
	5
	5
	5
	25
	5
	5
	5
	5
	5
	25

	7
	4
	4
	4
	4
	4
	20
	4
	4
	4
	4
	4
	20

	8
	4
	4
	4
	4
	4
	20
	4
	4
	4
	4
	4
	20

	9
	4
	5
	4
	5
	4
	22
	5
	5
	5
	5
	5
	25

	10
	5
	4
	4
	5
	4
	22
	4
	5
	5
	5
	4
	23

	11
	4
	4
	4
	4
	4
	20
	5
	5
	5
	4
	5
	24

	12
	4
	4
	4
	4
	4
	20
	5
	5
	5
	5
	5
	25

	13
	5
	5
	4
	4
	5
	23
	4
	5
	5
	4
	4
	22

	14
	5
	5
	5
	5
	5
	25
	5
	5
	5
	5
	5
	25

	15
	5
	5
	4
	4
	4
	22
	5
	4
	4
	5
	4
	22

	16
	4
	5
	4
	5
	4
	22
	5
	5
	5
	4
	4
	23

	17
	4
	4
	4
	4
	4
	20
	5
	4
	4
	4
	5
	22

	18
	4
	4
	5
	4
	4
	21
	4
	4
	5
	4
	5
	22

	19
	5
	4
	5
	4
	4
	22
	4
	5
	4
	5
	5
	23

	20
	5
	4
	4
	5
	5
	23
	5
	4
	4
	5
	5
	23

	21
	4
	4
	5
	4
	5
	22
	5
	5
	5
	5
	5
	25

	22
	5
	4
	5
	5
	5
	24
	5
	5
	5
	5
	5
	25

	23
	4
	5
	4
	4
	4
	21
	5
	4
	4
	4
	5
	22

	24
	5
	5
	5
	5
	5
	25
	4
	4
	4
	4
	4
	20

	25
	5
	4
	5
	4
	5
	23
	4
	5
	4
	5
	4
	22

	26
	4
	4
	4
	4
	4
	20
	5
	5
	5
	5
	5
	25

	27
	4
	4
	4
	5
	5
	22
	4
	5
	4
	5
	5
	23

	28
	5
	5
	5
	5
	5
	25
	4
	4
	4
	5
	4
	21

	29
	5
	5
	5
	4
	4
	23
	4
	4
	5
	5
	4
	22

	30
	5
	4
	5
	5
	5
	24
	5
	4
	4
	5
	5
	23


Disambung ke halaman berikutnya



Lampiran 2 sambungan
	NO RESPONDEN
	Kualitas Pelayanan Pajak (X3)
	Total X3
	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)
	Total Y

	
	X3.1
	X3.2
	X3.3
	X3.4
	X3.5
	
	Y.1
	Y.2
	Y.3
	Y.4
	

	1
	4
	4
	4
	4
	4
	20
	4
	4
	4
	4
	16

	2
	4
	4
	4
	4
	4
	20
	4
	4
	4
	4
	16

	3
	4
	4
	4
	4
	4
	20
	4
	4
	4
	4
	16

	4
	4
	5
	4
	4
	5
	22
	5
	4
	5
	4
	18

	5
	5
	5
	5
	5
	5
	25
	5
	5
	5
	5
	20

	6
	5
	5
	5
	5
	5
	25
	5
	5
	5
	5
	20

	7
	4
	4
	4
	4
	4
	20
	4
	4
	4
	4
	16

	8
	4
	4
	4
	4
	4
	20
	4
	4
	4
	4
	16

	9
	4
	5
	4
	4
	4
	21
	5
	5
	5
	5
	20

	10
	5
	5
	4
	4
	4
	22
	5
	5
	4
	5
	19

	11
	4
	4
	5
	5
	5
	23
	4
	5
	5
	5
	19

	12
	4
	5
	4
	5
	4
	22
	5
	5
	4
	5
	19

	13
	5
	5
	5
	4
	4
	23
	4
	4
	4
	4
	16

	14
	5
	5
	5
	5
	5
	25
	5
	5
	5
	5
	20

	15
	5
	5
	5
	4
	5
	24
	5
	5
	4
	5
	19

	16
	4
	5
	4
	4
	5
	22
	4
	4
	5
	5
	18

	17
	5
	4
	5
	5
	4
	23
	5
	5
	4
	4
	18

	18
	4
	4
	4
	4
	4
	20
	5
	5
	4
	5
	19

	19
	5
	4
	4
	5
	4
	22
	5
	4
	4
	5
	18

	20
	4
	4
	5
	5
	5
	23
	4
	5
	4
	4
	17

	21
	4
	4
	5
	4
	4
	21
	4
	4
	4
	4
	16

	22
	4
	4
	4
	4
	4
	20
	5
	5
	5
	5
	20

	23
	4
	5
	4
	5
	4
	22
	5
	4
	4
	5
	18

	24
	4
	4
	4
	5
	4
	21
	5
	5
	4
	5
	19

	25
	5
	4
	5
	4
	5
	23
	4
	5
	4
	4
	17

	26
	4
	5
	4
	5
	4
	22
	5
	5
	4
	5
	19

	27
	5
	5
	5
	5
	4
	24
	4
	5
	5
	4
	18

	28
	5
	4
	4
	5
	4
	22
	4
	4
	4
	4
	16

	29
	5
	5
	5
	5
	5
	25
	4
	5
	5
	5
	19

	30
	5
	5
	5
	5
	4
	24
	5
	5
	5
	5
	20




[bookmark: _Toc208874463][bookmark: _Toc208904239][bookmark: _Toc209036678][bookmark: _Toc209140494][bookmark: _Toc209647380]Lampiran 3: Hasil SPSS Uji Validitas dan Uji Reliabilitas pada Pilot Test
· Uji Validitas
A. Program Pemutihan Pajak (X1)
	                                                       Correlations

	
	X1.1
	X1.2
	X1.3
	X1.4
	X1.5
	Total_X1

	X1.1
	Pearson Correlation
	1
	.408*
	.605**
	.471**
	.535**
	.824**

	
	Sig. (2-tailed)
	
	.025
	.000
	.009
	.002
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	X1.2
	Pearson Correlation
	.408*
	1
	.247
	.384*
	.191
	.606**

	
	Sig. (2-tailed)
	.025
	
	.188
	.036
	.312
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	X1.3
	Pearson Correlation
	.605**
	.247
	1
	.321
	.530**
	.738**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.188
	
	.083
	.003
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	X1.4
	Pearson Correlation
	.471**
	.384*
	.321
	1
	.530**
	.738**

	
	Sig. (2-tailed)
	.009
	.036
	.083
	
	.003
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	X1.5
	Pearson Correlation
	.535**
	.191
	.530**
	.530**
	1
	.761**

	
	Sig. (2-tailed)
	.002
	.312
	.003
	.003
	
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	Total_X1
	Pearson Correlation
	.824**
	.606**
	.738**
	.738**
	.761**
	1

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

	**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).


B. Kesadaran Wajib Pajak (X2)
	                                                                                             Correlations

	
	X2.1
	X2.2
	X2.3
	X2.4
	X2.5
	Total_X2

	X2.1
	Pearson Correlation
	1
	.261
	.401*
	.327
	.530**
	.725**

	
	Sig. (2-tailed)
	
	.164
	.028
	.077
	.003
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	X2.2
	Pearson Correlation
	.261
	1
	.605**
	.384*
	.321
	.739**

	
	Sig. (2-tailed)
	.164
	
	.000
	.036
	.083
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	X2.3
	Pearson Correlation
	.401*
	.605**
	1
	.272
	.202
	.715**

	
	Sig. (2-tailed)
	.028
	.000
	
	.146
	.285
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	X2.4
	Pearson Correlation
	.327
	.384*
	.272
	1
	.247
	.639**

	
	Sig. (2-tailed)
	.077
	.036
	.146
	
	.188
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	X2.5
	Pearson Correlation
	.530**
	.321
	.202
	.247
	1
	.661**

	
	Sig. (2-tailed)
	.003
	.083
	.285
	.188
	
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	Total_X2
	Pearson Correlation
	.725**
	.739**
	.715**
	.639**
	.661**
	1

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30



	*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

	**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



C. Kualitas Pelayanan Pajak (X3)
Correlations
	
	X3.1
	X3.2
	X3.3
	X3.4
	X3.5
	Total_X3

	X3.1
	Pearson Correlation
	1
	.336
	.593**
	.336
	.238
	.745**

	
	Sig. (2-tailed)
	
	.069
	.001
	.069
	.206
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	X3.2
	Pearson Correlation
	.336
	1
	.202
	.200
	.283
	.602**

	
	Sig. (2-tailed)
	.069
	
	.285
	.289
	.130
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	X3.3
	Pearson Correlation
	.593**
	.202
	1
	.336
	.523**
	.786**

	
	Sig. (2-tailed)
	.001
	.285
	
	.069
	.003
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	X3.4
	Pearson Correlation
	.336
	.200
	.336
	1
	.141
	.602**

	
	Sig. (2-tailed)
	.069
	.289
	.069
	
	.456
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	X3.5
	Pearson Correlation
	.238
	.283
	.523**
	.141
	1
	.638**

	
	Sig. (2-tailed)
	.206
	.130
	.003
	.456
	
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	Total_X3
	Pearson Correlation
	.745**
	.602**
	.786**
	.602**
	.638**
	1

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30



	*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

	**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).




D. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

	                                                     Correlations

	
	Y.1
	Y.2
	Y.3
	Y.4
	Total_Y

	Y.1
	Pearson Correlation
	1
	.464**
	.157
	.665**
	.764**

	
	Sig. (2-tailed)
	
	.010
	.407
	.000
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30

	Y.2
	Pearson Correlation
	.464**
	1
	.339
	.522**
	.771**

	
	Sig. (2-tailed)
	.010
	
	.067
	.003
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30

	Y.3
	Pearson Correlation
	.157
	.339
	1
	.386*
	.619**

	
	Sig. (2-tailed)
	.407
	.067
	
	.035
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30

	Y.4
	Pearson Correlation
	.665**
	.522**
	.386*
	1
	.856**

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.003
	.035
	
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30

	Total_Y
	Pearson Correlation
	.764**
	.771**
	.619**
	.856**
	1

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000
	.000
	

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30



	*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

	**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).







	Correlations

	
	X1.1
	X1.2
	X1.3
	X1.4
	X1.5
	Total_X1
	X2.1
	X2.2
	X2.3
	X2.4
	X2.5
	Total_X2
	X3.1
	X3.2
	X3.3
	X3.4
	X3.5
	Total_X3
	Y.1
	Y.2
	Y.3
	Y.4
	Total_Y

	X1.1
	Pearson Correlation
	1
	.408*
	.605**
	.471**
	.535**
	.824**
	.000
	.067
	.067
	.544**
	-.202
	.135
	.605**
	.067
	.336
	.200
	.283
	.441*
	.134
	.272
	.069
	.202
	.225

	
	Sig. (2-tailed)
	
	.025
	.000
	.009
	.002
	.000
	1.000
	.724
	.726
	.002
	.285
	.476
	.000
	.726
	.069
	.289
	.130
	.015
	.481
	.146
	.716
	.285
	.232

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	X1.2
	Pearson Correlation
	.408*
	1
	.247
	.384*
	.191
	.606**
	.218
	.027
	.272
	.111
	-.247
	.110
	.247
	.408*
	.110
	.136
	.289
	.352
	.082
	-.028
	.226
	.302
	.193

	
	Sig. (2-tailed)
	.025
	
	.188
	.036
	.312
	.000
	.247
	.885
	.146
	.559
	.188
	.561
	.188
	.025
	.563
	.473
	.122
	.056
	.667
	.884
	.230
	.105
	.307

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	X1.3
	Pearson Correlation
	.605**
	.247
	1
	.321
	.530**
	.738**
	.009
	.086
	.202
	.439*
	.086
	.235
	.321
	-.202
	.186
	.202
	.095
	.178
	.144
	.165
	.172
	.222
	.233

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.188
	
	.083
	.003
	.000
	.962
	.651
	.285
	.015
	.651
	.211
	.083
	.285
	.326
	.285
	.617
	.346
	.448
	.384
	.363
	.239
	.215

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	X1.4
	Pearson Correlation
	.471**
	.384*
	.321
	1
	.530**
	.738**
	.279
	.222
	.202
	.439*
	.086
	.352
	.186
	.202
	.050
	.202
	.095
	.219
	.144
	.302
	.451*
	.222
	.369*

	
	Sig. (2-tailed)
	.009
	.036
	.083
	
	.003
	.000
	.136
	.239
	.285
	.015
	.651
	.056
	.326
	.285
	.794
	.285
	.617
	.246
	.448
	.105
	.012
	.239
	.045

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	X1.5
	Pearson Correlation
	.535**
	.191
	.530**
	.530**
	1
	.761**
	.071
	.279
	.000
	.355
	.144
	.243
	.261
	.000
	.396*
	.134
	.189
	.290
	-.062
	.082
	.259
	-.261
	.003

	
	Sig. (2-tailed)
	.002
	.312
	.003
	.003
	
	.000
	.708
	.136
	1.000
	.055
	.448
	.196
	.164
	1.000
	.031
	.481
	.317
	.121
	.743
	.667
	.167
	.164
	.987

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	Total_X1
	Pearson Correlation
	.824**
	.606**
	.738**
	.738**
	.761**
	1
	.157
	.186
	.201
	.516**
	-.036
	.293
	.442*
	.128
	.294
	.238
	.259
	.404*
	.120
	.217
	.321
	.186
	.279

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	
	.408
	.325
	.286
	.004
	.851
	.116
	.014
	.500
	.114
	.205
	.167
	.027
	.528
	.250
	.084
	.325
	.136

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	X2.1
	Pearson Correlation
	.000
	.218
	.009
	.279
	.071
	.157
	1
	.261
	.401*
	.327
	.530**
	.725**
	-.126
	.267
	.279
	.267
	.236
	.273
	.330
	.327
	.296
	.396*
	.448*

	
	Sig. (2-tailed)
	1.000
	.247
	.962
	.136
	.708
	.408
	
	.164
	.028
	.077
	.003
	.000
	.508
	.153
	.136
	.153
	.209
	.144
	.075
	.077
	.113
	.031
	.013

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	X2.2
	Pearson Correlation
	.067
	.027
	.086
	.222
	.279
	.186
	.261
	1
	.605**
	.384*
	.321
	.739**
	.086
	.336
	.086
	-.067
	.190
	.186
	.126
	.110
	.386*
	.186
	.266

	
	Sig. (2-tailed)
	.724
	.885
	.651
	.239
	.136
	.325
	.164
	
	.000
	.036
	.083
	.000
	.651
	.069
	.651
	.724
	.314
	.324
	.508
	.563
	.035
	.326
	.155

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	X2.3
	Pearson Correlation
	.067
	.272
	.202
	.202
	.000
	.201
	.401*
	.605**
	1
	.272
	.202
	.715**
	-.067
	.333
	.067
	-.067
	.141
	.120
	.134
	.272
	.346
	.471**
	.405*

	
	Sig. (2-tailed)
	.726
	.146
	.285
	.285
	1.000
	.286
	.028
	.000
	
	.146
	.285
	.000
	.724
	.072
	.724
	.726
	.456
	.526
	.481
	.146
	.061
	.009
	.026

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	X2.4
	Pearson Correlation
	.544**
	.111
	.439*
	.439*
	.355
	.516**
	.327
	.384*
	.272
	1
	.247
	.639**
	.439*
	.272
	.302
	.272
	.144
	.426*
	.191
	.444*
	.198
	.247
	.358

	
	Sig. (2-tailed)
	.002
	.559
	.015
	.015
	.055
	.004
	.077
	.036
	.146
	
	.188
	.000
	.015
	.146
	.105
	.146
	.447
	.019
	.312
	.014
	.295
	.188
	.052

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	X2.5
	Pearson Correlation
	-.202
	-.247
	.086
	.086
	.144
	-.036
	.530**
	.321
	.202
	.247
	1
	.661**
	-.050
	.202
	.222
	.471**
	.048
	.267
	.530**
	.384*
	.386*
	.321
	.539**

	
	Sig. (2-tailed)
	.285
	.188
	.651
	.651
	.448
	.851
	.003
	.083
	.285
	.188
	
	.000
	.794
	.285
	.239
	.009
	.803
	.153
	.003
	.036
	.035
	.083
	.002

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	Total_X2
	Pearson Correlation
	.135
	.110
	.235
	.352
	.243
	.293
	.725**
	.739**
	.715**
	.639**
	.661**
	1
	.079
	.406*
	.274
	.251
	.219
	.365*
	.377*
	.442*
	.464**
	.466**
	.580**

	
	Sig. (2-tailed)
	.476
	.561
	.211
	.056
	.196
	.116
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	
	.677
	.026
	.143
	.181
	.246
	.047
	.040
	.015
	.010
	.009
	.001

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	X3.1
	Pearson Correlation
	.605**
	.247
	.321
	.186
	.261
	.442*
	-.126
	.086
	-.067
	.439*
	-.050
	.079
	1
	.336
	.593**
	.336
	.238
	.745**
	.144
	.302
	.172
	.086
	.233

	
	Sig. (2-tailed)
	.000
	.188
	.083
	.326
	.164
	.014
	.508
	.651
	.724
	.015
	.794
	.677
	
	.069
	.001
	.069
	.206
	.000
	.448
	.105
	.363
	.651
	.215

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	X3.2
	Pearson Correlation
	.067
	.408*
	-.202
	.202
	.000
	.128
	.267
	.336
	.333
	.272
	.202
	.406*
	.336
	1
	.202
	.200
	.283
	.602**
	.401*
	.272
	.484**
	.471**
	.540**

	
	Sig. (2-tailed)
	.726
	.025
	.285
	.285
	1.000
	.500
	.153
	.069
	.072
	.146
	.285
	.026
	.069
	
	.285
	.289
	.130
	.000
	.028
	.146
	.007
	.009
	.002

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	X3.3
	Pearson Correlation
	.336
	.110
	.186
	.050
	.396*
	.294
	.279
	.086
	.067
	.302
	.222
	.274
	.593**
	.202
	1
	.336
	.523**
	.786**
	-.126
	.439*
	.312
	-.050
	.188

	
	Sig. (2-tailed)
	.069
	.563
	.326
	.794
	.031
	.114
	.136
	.651
	.724
	.105
	.239
	.143
	.001
	.285
	
	.069
	.003
	.000
	.508
	.015
	.094
	.794
	.321

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	X3.4
	Pearson Correlation
	.200
	.136
	.202
	.202
	.134
	.238
	.267
	-.067
	-.067
	.272
	.471**
	.251
	.336
	.200
	.336
	1
	.141
	.602**
	.267
	.408*
	.208
	.336
	.405*

	
	Sig. (2-tailed)
	.289
	.473
	.285
	.285
	.481
	.205
	.153
	.724
	.726
	.146
	.009
	.181
	.069
	.289
	.069
	
	.456
	.000
	.153
	.025
	.271
	.069
	.026

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	X3.5
	Pearson Correlation
	.283
	.289
	.095
	.095
	.189
	.259
	.236
	.190
	.141
	.144
	.048
	.219
	.238
	.283
	.523**
	.141
	1
	.638**
	-.047
	.289
	.489**
	.190
	.302

	
	Sig. (2-tailed)
	.130
	.122
	.617
	.617
	.317
	.167
	.209
	.314
	.456
	.447
	.803
	.246
	.206
	.130
	.003
	.456
	
	.000
	.804
	.122
	.006
	.314
	.105

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	Total_X3
	Pearson Correlation
	.441*
	.352
	.178
	.219
	.290
	.404*
	.273
	.186
	.120
	.426*
	.267
	.365*
	.745**
	.602**
	.786**
	.602**
	.638**
	1
	.193
	.508**
	.491**
	.308
	.496**

	
	Sig. (2-tailed)
	.015
	.056
	.346
	.246
	.121
	.027
	.144
	.324
	.526
	.019
	.153
	.047
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000
	
	.307
	.004
	.006
	.098
	.005

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	Y.1
	Pearson Correlation
	.134
	.082
	.144
	.144
	-.062
	.120
	.330
	.126
	.134
	.191
	.530**
	.377*
	.144
	.401*
	-.126
	.267
	-.047
	.193
	1
	.464**
	.157
	.665**
	.764**

	
	Sig. (2-tailed)
	.481
	.667
	.448
	.448
	.743
	.528
	.075
	.508
	.481
	.312
	.003
	.040
	.448
	.028
	.508
	.153
	.804
	.307
	
	.010
	.407
	.000
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	Y.2
	Pearson Correlation
	.272
	-.028
	.165
	.302
	.082
	.217
	.327
	.110
	.272
	.444*
	.384*
	.442*
	.302
	.272
	.439*
	.408*
	.289
	.508**
	.464**
	1
	.339
	.522**
	.771**

	
	Sig. (2-tailed)
	.146
	.884
	.384
	.105
	.667
	.250
	.077
	.563
	.146
	.014
	.036
	.015
	.105
	.146
	.015
	.025
	.122
	.004
	.010
	
	.067
	.003
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	Y.3
	Pearson Correlation
	.069
	.226
	.172
	.451*
	.259
	.321
	.296
	.386*
	.346
	.198
	.386*
	.464**
	.172
	.484**
	.312
	.208
	.489**
	.491**
	.157
	.339
	1
	.386*
	.619**

	
	Sig. (2-tailed)
	.716
	.230
	.363
	.012
	.167
	.084
	.113
	.035
	.061
	.295
	.035
	.010
	.363
	.007
	.094
	.271
	.006
	.006
	.407
	.067
	
	.035
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	Y.4
	Pearson Correlation
	.202
	.302
	.222
	.222
	-.261
	.186
	.396*
	.186
	.471**
	.247
	.321
	.466**
	.086
	.471**
	-.050
	.336
	.190
	.308
	.665**
	.522**
	.386*
	1
	.856**

	
	Sig. (2-tailed)
	.285
	.105
	.239
	.239
	.164
	.325
	.031
	.326
	.009
	.188
	.083
	.009
	.651
	.009
	.794
	.069
	.314
	.098
	.000
	.003
	.035
	
	.000

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	Total_Y
	Pearson Correlation
	.225
	.193
	.233
	.369*
	.003
	.279
	.448*
	.266
	.405*
	.358
	.539**
	.580**
	.233
	.540**
	.188
	.405*
	.302
	.496**
	.764**
	.771**
	.619**
	.856**
	1

	
	Sig. (2-tailed)
	.232
	.307
	.215
	.045
	.987
	.136
	.013
	.155
	.026
	.052
	.002
	.001
	.215
	.002
	.321
	.026
	.105
	.005
	.000
	.000
	.000
	.000
	

	
	N
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30







· Uji Reliabilitas
a. Program Pemutihan Pajak (X1)
	Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha
	N of Items

	.786
	5



b. Kesadaran Wajib Pajak (X2)
	Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha
	N of Items

	.734
	5



c. Kualitas Pelayanan Pajak (X3)
	Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha
	N of Items

	.700
	5



d. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)
	Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha
	N of Items

	.746
	4


[bookmark: _Hlk209036006]
[bookmark: _Toc209036679][bookmark: _Toc209140495][bookmark: _Toc209647381]Lampiran 4: R tabel untuk Uji Validitas
Tabel nilai-nilai r product moment
	
N
	Taraf
Signifikan
	
N
	Taraf
signifikan
	
N
	Taraf
Signifikan

	
	5%
	1%
	
	5%
	1%
	
	5%
	1%

	3
4
5
	0,997
0,950
0,878
	0,999
0,990
0,959
	27
28
29
	0,381
0,374
0,367
	0,487
0,478
0,470
	55
60
65
	0,266
0,254
0,244
	0,345
0,330
0,317

	6
7
8
9
10
	0,811
0,754
0,707
0,666
0,632
	0,917
0,874
0,834
0,798
0,765
	30
31
32
33
34
	0,361
0,355
0,349
0,344
0,339
	0,463
0,456
0,449
0,442
0,436
	70
75
80
85
90
	0,235
0,227
0,220
0,213
0,207
	0,306
0,296
0,286
0,278
0,270

	11
12
13
14
15

	0,602
0,576
0,553
0,532
0,514
	0,735
0,708
0,684
0,661
0,641
	35
36
37
38
39
	0,334
0,329
0,325
0,320
0,316
	0,430
0,424
0,418
0,413
0,408

	95
100
125
150
175
	0,202
0,195
0,176
0,159
0,148
	0,263
0,256
0,230
0,210
0,194

	 16
17
18
19
20

	0,497
0,482
0,468
0,456
0,444
	0,623
0,606
0,590
0,575
0,561
	40
41
42
43
44
	0,312
0,308
0,304
0,301
0,297
	0,403
0,398
0,393
0,389
0,384
	200
300
400
500
600
	0,138
0,113
0, 098
0,088
0,080
	0,181
0,148
0,128
0,115
0,105

	21
22
23
24
25
26
	0,433
0,423
0,413
0,404
0,396
0,388
	0,549
0,537
0,526
0,515
0,505
0,496
	45
46
47
48
49
50
	0,294
0,291
0,288
0,284
0,281
0,279
	0,380
0,376
0,372
0,368
0,364
0,361
	700
800
900
1000
	0,074
0,070
0,065
0,062
	0,097
0,091
0,086
0,081
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